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SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN BOGOR
NOMOR : Kd.10.01/4/PP.00.4/6179/2012

TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR

bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah
Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Bogor perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;

bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah,
dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Bogor;

bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah Swasta
yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah
memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyeleng
garakan pendidikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1990 tentang
Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang
Kedudukan Tugas, Fungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja
Departemen Agama vyang telah diubah dan disempurnakan dengan
Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;

Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 368 Tahun 1993 tentang Madrasah
Ibtidaiyah;

*Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status
Madrasah Swasta jejang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan
Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;

Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi , dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama;

Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan
Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan
Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.

Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam
Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian
Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Hasil peninjauan lapangan Pendirian RA/Madrasah oleh Tim berdasarkan
Surat Tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor Nomor :
Kd.10.01 /4/PP.00.1/5912/2012 tanggal 25 Juli 2012.
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SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada y\t§ ==
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
Kepala Bidang Mapenda Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama-
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MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR

TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA.

: Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum

dalam kolom 2 ( dua ) lampiran Surat Keputusan ini;

: Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum

pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana
tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah
Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat)
Lampiran Surat Keputusan ini;

: Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua)

lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan,
maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika

ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

: Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIBINONG
Pada Tanggal : 29 Agustus 2012

i Mapenda Islam,
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Provinsi Jawa Barat di Bandung;
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Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor;
Madrasah Ibtidiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.



Lampiran:
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOGOR

Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.4/6179/2012

Tanggal, 29 Agustus 2012

TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

NOMOR STATISTIK
NO. NAMA DAN ALAMAT MADRASAH MADRASAH NOMOR PIAGAM
(NSM)
1 2 3 4
1 MIS. RAUDHATUL BIRRU 111232010596 D/Kd.10/M1/0598/2012

Alamat :
Kp.Pabangbon Rt.02/06

Desa Lemah Duhur
Kecamatan Caringin
Kabupaten Bogor

Penyelenggara :
Yayasan Raudhatul Birru

Ditetapkan di  : Cibinong
Pada Tanggal :29 Agustus 2012

i LUM,M.Pd.I
- 9600404199 031003 4



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

m jI. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0014516 Kepada Yth,
Notaris MOCH. SYAIFUDDIN, SH., MKN. .

AR JLLRAYA MAYJEN H.R. EDI SUKMA KM.14 NO.27,
Perihal : Penerimaan Perubahan CIHERANG PONDOK, CARINGIN, KABUPATEN BOGOR

Data +# - KABUPATEN BOGOR
YAYASAN RAUDHATUL BIRRU

Sesual dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi
Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 02, tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris
MOCH. SYAIFUDDIN, SH., M.KN. , berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, mengenal perubahan
Pembina, Pengurus, YAYASAN RAUDHATUL BIRRU, berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakafta. Tanggal 26 Maret 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Maret 2020
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007523.AH.01.12.TAHUN 2020 TANGGAL 26 Maret 2020



